ABSTRAK

Putusan sela pada perkara perselisinan pemilihan umum hasil kepala daerah
awalnya merupakan tidak lazim karena tidak tertuang secara khusus
pengaturannya dalam Undang-Undang, yang dimungkinkan adalah mengenai
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Seiring dengan banyak permohonan
yang diajukan Mahkamah Konstitusi beberapa kali mengeluarkan putusan sela
pada tahun 2015 hingga 2018 dalam perkara perselisihan pemilihan umum hasil
kepala daerah. Tujuan dari penelitian hukum ini guna mengetahui konsepsi
putusan sela dalam perkara hasil perselisihan pemilu kepala daerah yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan mengetahui alasan Mahkamah
Konstitusi menjatuhkan putusan sela dalam perkara hasil perselisihan pemilu
kepala daerah tahun 2015-2018.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah
pendekatan yuridis, dengan spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif
analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan
hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa; Pertama,
pengaturan putusan sela dalam hukum acara formal Mahkamah Konstitusi secara
tersirat terdapat pada Pasal 63 UU MK pada penjelasan frasa tersebut digunakan
untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara sedangkan pengaturan lebih
lanjutnya terdapat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Konsep putusan sela
pada hukum acara perdata dan pidana serta hukum acara Mahkamah Konstitusi
memiliki perbedaan, apabila putusan sela perdata dan pidana putusan sela yang
dijatuhkan tidak menyangkut mengenai pokok perkara, sedangkan pada putusan
sela hukum acara Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan pokok perkara. Kedua,
alasan dari Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sela pada beberapa
perkara perselisinan pemilihan umum hasil kepala daerah tahun 2015 hingga 2018
adalah untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan atau Pemilihan Suara
Ulang.
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